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KATA PENGANTAR

Manual Indikator Kinerja Sekteriat BPPSDM tahun 2025 disusun agar dapat memberikan arahan dan petunjuk

dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai tolak ukur wujud pertanggungjawaban Sekretariat BPPSDM dalam

penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat diperoleh akurat

data capaian keberhasilan kinerja.

Kami berharap Menual Indikator Kinerja ini dapat bermanfaat dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam

melakukan pengukuran kinerja sebagai penanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat BPPSDM di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Manual

Indikator Kinerja ini.

Sekretaris BPPSDM

Rudi Alek Wahyudin



PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT BPPSDMKP 2025

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
PENANGGUNG 

JAWAB

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

1 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan

kinerja BPPSDMKP (%)

85 Ketua Tim Kerja

Keuangan

2 Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP 

(%)

≤0,5 Ketua Tim Kerja 

Keuangan

3 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP (Nilai) 92 Ketua Tim Kerja 

Keuangan

4 Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP (Level) 3,5 Ketua Tim Kerja

Keuangan

5 Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP (Nilai) 88 Ketua Tim Kerja

Monev

6 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP (Nilai) 81,5 Ketua Tim Kerja

Monev

7 Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP 

BPPSDMKP(Nilai)

1,5 Ketua Tim Kerja

Program

8 Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas (%) 80 Ketua Tim Kerja

Program



PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT BPPSDMKP 2025

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
PENANGGUNG 

JAWAB

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

9 Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP (Nilai) 76 Ketua Tim Kerja

SDMAO

10 Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP (Indeks) 82 Ketua Tim Kerja

SDMAO

11 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP (%) 65 Ketua Tim Kerja 

SDMAO

12 Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP (Satker) 5 Ketua Tim Kerja

SDMAO

13 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan 

Menteri Lingkup BPPSDMKP (%)

100 Ketua Tim Kerja

Hukum dan Advokasi

14 Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui

Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP (Rancangan)

2 Ketua Tim Kerja

Hukum dan Advokasi

15 Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani (%) 100 Ketua Tim Kerja

Hukum dan Advokasi

16 Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP (dokumen) 80 Ketua Tim Kerja

Hukum dan Advokasi



PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT BPPSDMKP 2025

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
PENANGGUNG 

JAWAB

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

17 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP (Nilai) 80 Ketua Tim Kerja

Umum

18 Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup 

Sekertariat BPPSDM KP (unit)

1 Ketua Tim Kerja

Umum

19 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP 

BPPSDMKP (%)

80 Ketua Tim Kerja

BMN dan PBJ

20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP (%) 80 Ketua Tim Kerja

BMN dan PBJ

21 Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP (Nilai) 77 Ketua Tim Kerja

Humas

22 Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP 92 Ketua Tim Kerja

Humas



PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT BPPSDMKP 2025

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
PENANGGUNG 

JAWAB

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

23 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP (%) 80 Ketua Tim Kerja

Data

24 Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP (%) 85 Ketua Tim Kerja

Data

25 Nilai PNBP pada Satker PNBP Lingkup BPPSDMKP (Miliar) 14,250 Ketua Tim Kerja

PNBP dan BLU

26 Nilai PNBP pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP (Miliar) 18,153 Ketua Tim Kerja

PNBP dan BLU

27 Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak (%)

40 Ketua Tim Kerja

Kerja Sama

28 Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)

45 Ketua Tim Kerja

Kerja Sama

29 Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kelautan dan Perikanan (%)

65 Ketua Tim Kerja

Kerja Sama



1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja BPPSDMKP

DEFINISI:

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit 

kerja lingkup BPPSDMKP sampai dengan waktu pengukuran. 

Satuan Pengukuran : Persen

Tingkat Validitas IK : (   ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Inspektorat Jenderal

Jenis Perhitungan Data : (   ) Akumulasi ( X ) Rata-rata (   ) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (    ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan ( X ) Triwulanan (   ) Semesteran (   ) Tahunan

Bukti Dukung : Surat/Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP



2. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK 

BPPSDMKP

DEFINISI:

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi BPPSDMKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan

Keuangan KKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran BPPSDMKP tahun 2024.

Satuan Pengukuran : Persen

Tingkat Validitas IK : (   ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Inspektorat Jenderal

Jenis Perhitungan Data : (   ) Akumulasi (   ) Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan (   ) Semesteran ( X) Tahunan

Bukti Dukung : Surat/Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP



3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP

DEFINISI:
Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan

anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi

pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran

FORMULA PENGUKURAN
• Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi

atas indikator yang dinilai.

• Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi

untuk indikator tertentu.

Satuan Pengukuran : Persen

Tingkat Validitas IK : (   ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Biro Keuangan dan BMN

Jenis Perhitungan Data : (   ) Akumulasi (   ) Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan (X) Semesteran (  ) Tahunan

Bukti Dukung : Aplikasi OM SPAN dan/atau Surat/Nota Dinas Biro Keuangan

No Uraian Indikator IKPA Bobot (%)

1 Revisi DIPA 10

2 Deviasi RPD 15

3 Penyerapan Anggaran 20

4 Belanja Kontraktual 10

5 Penyelesaian Tagihan 10

6 Pengelolaan UP dan TUP 10

7 Dispensasi SPM (Pengurang Nilai 

IKPA)

8 Capaian Output 25



4. Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP

DEFINISI:
Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP

dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai akan disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro

Keuangan dan BMN yang berisi sumber data dari Inspektorat Jenderal. Penilaian maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit

Kerja Eselon I dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur

SPIP, yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risikio (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan.

Kerangka maturitas SPIP terpola dalam 5 (lima) tingkatan yaitu: rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum

FORMULA PENGUKURAN
• Hasil penilaian dikeluarkan oleh APIP.

• Mekanisme Penilaian Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit

Kerja Eselon I terdiri atas:

1) Penilaian Mandiri (PM) oleh Unit Kerja Eselon I

2) Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP

Satuan Pengukuran : Nilai

Tingkat Validitas IK : (   ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Biro Keuangan dan BMN

Jenis Perhitungan Data : (   ) Akumulasi (   ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan (   ) Semesteran ( X ) Tahunan

Bukti Dukung : Surat/Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP



5. Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP

DEFINISI:
Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

FORMULA PENGUKURAN :
Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun

2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di

dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran

kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit

Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di

lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit

Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Satuan Pengukuran : Nilai

Tingkat Validitas IK : (   ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Inspektorat Jenderal

Jenis Perhitungan Data : (   ) Akumulasi (   ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan (   ) Semesteran ( X ) Tahunan

Bukti Dukung : Surat/Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP

Kategori Nilai Predikat

AA >90 – 100 Sangat Memuaskan 

A >80 – 90 Memuaskan 

BB >70 – 80 Sangat Baik 

B >60 – 70 Baik 

CC >50-60 Cukup 

C >30 – 50 Kurang

D 0 – 30 Sangat Kurang



6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP

DENISI:
Nilai Kinerja Anggaran adalan nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun

rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian

Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun

2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai

Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan

bobot pada masing-masing indikator.

FORMULA PENGUKURAN :
NKPA Level I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun

bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Keterangan:

NKPA UEI    : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I

CIKP            : Capaian Indikator Kinerja Program

NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker

NESatker : Nilai Efisiensi Satker

WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program

WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker

WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Variabel Uraian Bobot (%)

Efektivitas (75%) 1. Capaian Indikator Kinerja Program 30

2. Nilai Efektifitas Satker 45

Efisiensi (25%) 1. Nilai Efisiensi Satker 25

Satuan Pengukuran : Nilai

Tingkat Validitas IK : (   ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (  ) Outcome

Sumber Data : Biro Keuangan dan BMN

Jenis Perhitungan Data : (   ) Akumulasi (   ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan (   ) Semesteran (X) Tahunan

Bukti Dukung : Surat/Nota Dinas Biro Keuangan, Setjen KKP



7. Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP 

BPPSDMKP

DEFINISI:
Nilai Komponen Penetapan Tujuan adalah hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas SPIP KKP pada komponen

Penetapan Tujuan yang terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu Kualitas Sasaran Strategis dan Kualitas Strategi Pencapaian

Sasaran Strategis dimana bobot komponen ini dalam pengukuran Maturitas SPIP KKP adalah sebesar 40%.

FORMULA PENGUKURAN :
• Hasil penilaian dikeluarkan oleh APIP.

• Mekanisme Penilaian Maturitas Struktur dan Proses

Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I terdiri atas:

1) Penilaian Mandiri (PM) oleh Unit Kerja Eselon I

2) Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP

Satuan Pengukuran : Nilai

Tingkat Validitas IK : (   ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Inspektorat Jenderal, Biro Keuangan, Biro Perencanaan

Jenis Perhitungan Data : (   ) Akumulasi (   ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan (   ) Semesteran ( X ) Tahunan

Bukti Dukung : Surat/Nota Dinas Sekretarariat Jenderal KKP



8. Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas

DEFINISI:

• Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan

ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

• Aspek ini menilai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

• Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran mencakup 2 indikator, yaitu :

1. Pengelolaan belanja lingkup BPPSDM yang berkualitas dengan bobot 50%, yang terdiri dari komponen penelaahan revisi anggaran,

persetujuan revisi anggaran, pengajuan revisi anggaran dan surat persetujuan revisi anggaran

2. Perencanaan anggaran BPPSDM yang akurat dengan bobot 50%, yang terdiri dari komponen penyusunan pagu awal, penyusunan pagu

anggaran, quality control pagu anggaran dan penerbitan dokumen penganggaran

• Pengelolaan Belanja Lingkup BPPSDM terdiri dari komponen :

1. Penelaahan Revisi Anggaran

2. Persetujuan Revisi Anggaran

3. Pengajuan Revisi Anggaran

4. Surat Persetujuan Revisi Anggaran

• Perencanaan Anggaran BPPSDM yang Akurat terdiri dari komponen :

1. Penyusunan Pagu Awal

2. Penyusunan Pagu Anggaran

3. Qualityt Control Pagu Anggaran

4. Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran

5. Quality Control Alokasi Anggaran

6. Penerbitan Dokumen Penganggaran



8. Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas

Indeks Penyelesaian Revisi Anggaran (IPRA)

Keterangan :

IPRA = Indeks Penyelesaian Revisi Anggaran

A = Dokumen Penelaahan Revisi

B = Dokumen Persetujuan Revisi

C = Dokumen Pengajuan Revisi

D = Dokumen SPRA

n = Banyaknya Usulan Revisi Anggaran

Nilai Indeks Tertinggi: 1

Periode Penghitungan: Semester

FORMULA PENGUKURAN :

Indeks Penyelesaian Dokumen Penganggaran (IPDA)

Keterangan :

IPDA = Indeks Penyelesaian Doumen Penganggaran

A = Dokumen Penyusunan Pagu Awal

B = Dokumen Penyusunan Pagu Anggaran

C = Dokumen QC Pagu Anggaran

D = Dokumen Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran

E = Dokumen QC Pagu Alokasi Anggaran

F = Dokumen Penganggaran

Nilai Indeks Tertinggi: 100%

Periode Penghitungan: Triwulan
Indeks Perencanaan Anggaran yang  Berkualitas (IEPA) 

Keterangan :

IEPA = Indeks Efektifitas Perencanaan Anggaran

IPRA = Indeks Penyelesaian Revisi Anggaran

IPRA ideal = 1

IPDA = Indeks Penyelesaian Dokumen Penganggaran

Periode Penghitungan: Tahunan

Nilai Indeks Tertinggi: 100

𝑰𝐄𝐏𝐀 =

𝑰𝐏𝐑𝐀
𝑰𝐏𝐑𝐀 𝐢𝐝𝐞𝐚𝐥

𝒙 𝟏𝟎𝟎% + 𝑰𝐏𝐃𝐀

𝟐

𝑰𝐏𝐃𝐀 =
𝑨 + 𝑩 + 𝑪 + 𝑫+ 𝑬 + 𝑭

𝟏𝟎𝟎
𝒙 𝟏𝟎𝟎%𝑰𝐏𝐑𝐀 =

𝑨 + 𝑩 + 𝑪 + 𝑫
𝟏𝟎𝟎
𝒏



Satuan Pengukuran : Persentase

Tingkat Validitas IK : (X) Output Tk. Kendali Tinggi (  )  Output Tk. Kendali Rendah (  ) Outcome

Sumber Data : Unit Kerja Lingkup BPPSDMKP

Jenis Perhitungan Data : (   ) Akumulasi (   ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan (   ) Semesteran (X) Tahunan

Bukti Dukung : Memorandum penyampaian hasil capaian ke Sekretaris BPPSDM

8. Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas



9. Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP

DEFINISI:
Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP

dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang PEMBANGUNAN

Integritas di Lingkungan BPPSDM.

FORMULA PENGUKURAN :

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen

system antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)

b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)

c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)

d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)

e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)

f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan

ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Satuan Pengukuran : Nilai

Tingkat Validitas IK : (   ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Inspektorat Jenderal

Jenis Perhitungan Data : (   ) Akumulasi (   ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan (   ) Semesteran ( X ) Tahunan

Bukti Dukung : Surat/Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP



10.Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP

DEFINISI:
Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk

melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang

menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan

tugas jabatan.

FORMULA PENGUKURAN :



10.Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP

Satuan Pengukuran : Nilai

Tingkat Validitas IK : (   ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)

Jenis Perhitungan Data : (   ) Akumulasi (   ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan ( X ) Semesteran (   ) Tahunan

Bukti Dukung : Nota Dinas Biro SDMAO



11. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP

DEFINISI:

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit

organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional

Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana

dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.

Probis BPPSDM terdiri atas: Probis Level 1, Probis Level 2 dan Probis Level 3. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3. Indikator ini

mengukur capaian kinerja unit organisasi eselon I dalam penyelesaian Probis Level 2 dan Level 3 serta SOP, tidak termasuk Probis Level 0

dan Level 1. Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan

untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

FORMULA PENGUKURAN :

Pengukuran indikator kinerja ini dengan variabel sebagai berikut:

1.Penyelesaian Probis Level 2, dengan bobot maksimal 15 (lima

belas) persen. Variabel ini diukur berdasarkan penjabaran

Probis Level 1 dalam Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan. Target tercapai apabila usulan Probis Level 2 sudah

mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya

Manusia Aparatur dan Organisasi.

2.Penyelesaian Probis Level 3, dengan bobot maksimal 40

(empat puluh) persen. Variabel ini merupakan penjabaran

Probis Level 2. Target tercapai apabila Probis Level 3 telah

selesai disusun sesuai jumlah Probis Level 2 dan sudah

mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya

Manusia Aparatur dan Organisasi.

3.Identifikasi Judul SOP, dengan bobot maksimal 10 (sepuluh)

persen. Variabel ini diukur berdasarkan hasil identifikasi judul

SOP dengan berpedoman kepada Probis Level 3. Target

tercapai apabila Matriks Identifikasi Judul SOP sudah

mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya

Manusia Aparatur dan Organisasi.

4. Penyelesaian SOP, dengan bobot maksimal 25 (dua puluh lima)

persen. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SOP yang telah

disusun dibandingkan dengan jumlah judul SOP yang telah

diidentifikasi. Target tercapai apabila SOP yang telah disahkan oleh

pimpinan unit organisasi.

5.Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Probis Level 2 dan Level 3, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen.

Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan

pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Probis Level 2 dan

Level 3 dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil

pemantauan dan evaluasi dimaksud.

6.Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

SOP, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat

diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan

evaluasi terhadap penerapan SOP dan telah menindaklanjuti seluruh

rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.



11. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP

Variabel 1 (V1) = Probis Level 2 seluruhnya telah selesai disusun (15%), tidak selesai (0%).

Data dukung:

Hasil verifikasi dan persetujuan atas usulan Probis Level 2 dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Variabel 3 (V3) = Identifikasi Judul SOP seluruhnya telah selesai disusun (10%), tidak selesai (0%)

Data dukung:

Matriks Identifikasi Judul SOP berdasarkan dokumen Probis Level 3 yang telah selesai disusun dan mendapatkan verifikasi dan persetujuan

dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.



11. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP

Variabel 5 (V5) =

a.Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Probis Level 2 dan

Level 3 (5%);

b.hanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi (2,5%); atau

c. tidak melakukan pemantauan dan evaluasi (0%).

Data dukung:

a.Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi; dan

b.Dokumen Probis Level 3 yang telah disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi.

Variabel 6 (V6) =

a.Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP (5%);

b.hanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi (2,5%); atau c.tidak melakukan pemantauan dan evaluasi (0%).

Data dukung:

a.Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi; dan

b. Dokumen SOP yang telah disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi dan telah disahkan oleh pimpinan unit

organisasi.

Satuan Pengukuran : Persen

Tingkat Validitas IK : (   ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Biro SDMAO

Jenis Perhitungan Data : (   ) Akumulasi (   ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan (   ) Semesteran ( X ) Tahunan



12.Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP 

DEFINISI:
1. WBK adalah predikat yang diperoleh Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar Standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas Korupsi

2. Unit Kerja yang Dibangun adalah Unit Kerja yang akan didampingi/diasistensi oleh Tim Penilai Internal BPPSDM dalam upaya memenuhi

persyaratan indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses minimal 30 pada Zona Integritas (ZI) yang telah

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangannya

3. Tim Pendamping dari BPPSDM menilai dan mendampingi unit kerja yang diusulkan sebagai WBK yang didampingi dalam memenuhi

delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses

4. Unit yang dibangun menuju predikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam SK Kepala BPPSDM

5. Penghitungan berdasarkan pencapaian jumlah unit kerja dibangun menuju WBK pada tahun 2024 hasil pendampingan

FORMULA PENGUKURAN :
- Tim Pendamping dari BPPSDM menilai dan pendampingi unit kerja yang diusulkan sebagai WBK yang didampingi dalam memenuhi nilai

minimal 30 indikator proses

- Unit yang dibangun menuju predikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam SK Kepala BPPSDM.

- Penghitungan berdasarkan pencapaian jumlah unit kerja dibangun menuju WBK pada tahun 2025 hasil pendampingan

Satuan Pengukuran : Satker

Tingkat Validitas IK : ( X ) Output Tk. Kendali Tinggi (  )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Inspektorat Jenderal

Jenis Perhitungan Data : (   ) Akumulasi (   ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan (   ) Semesteran ( X ) Tahunan

Bukti Dukung : • 1) Surat Keputusan Kepala BPPSDM tentang Penetapan UPT yang Dibangun

menuju WBK; 

• 2) Surat Usulan ke Inspektorat I selaku inspektorat mitra BPPSDMKP 

• 3) LKE hasil penilaian TPI BPPSDMKP



13.Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan 

Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP 

DEFINISI:
Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian

Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 31 Desember 2025,

dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri

Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan Tahun 2025.

Satuan Pengukuran : Persen

Tingkat Validitas IK : (  ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Biro Hukum, Setjen KKP

Jenis Perhitungan Data : ( X ) Akumulasi (   ) Rata-rata (   ) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan ( X ) Semesteran (  ) Tahunan

Bukti Dukung : Surat/ Nota Dinas dari Biro Hukum tentang Capaian IKU Program Penyusunan Peraturan Menteri dan 

Keputusan Menteri



14.Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri 

Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP  

DEFINISI:
Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun, disampaikan ke Biro Hukum dan dibahas dalam

rapat internal KKP untuk Peraturan dan Keputusan Menteri yang diajukan diluar Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan

yang disusun untuk melaksanakan kebijakan Kementerian

FORMULA PENGUKURAN :

Hasil Rancangan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri dilingkup BPPSDM yang disusun, dikirim ke Biro Hukum, dan dibahas

secara internal dilingkup KKP.

Satuan Pengukuran : Rancangan

Tingkat Validitas IK : ( X ) Output Tk. Kendali Tinggi (  )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Biro Hukum, Setjen KKP dan  BPPSDMKP

Jenis Perhitungan Data : (    ) Akumulasi (   ) Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan (   ) Semesteran ( X ) Tahunan

Bukti Dukung : 1. Rancangan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri;

2. Nota Dinas penyampaian ke Biro Hukum; dan

3. Surat/ Nota Dinas Biro Hukum



15.Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani

DEFINISI:

• Advokasi hukum yang ditangani adalah advokasi hukum yang berkaitan dengan kepentingan Badan Penyuluhan dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang kemudian dilakukan proses penanganan oleh Sekretariat BPPSDM sesuai dengan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan KKP.

• Advokasi terdiri dari (1) konsultansi hukum, (2) pendampingan hukum, dan (3) penyelesaian perkara hukum.

• Penyelesaian masalah hukum yang ditangani meliputi hukum tata usaha negara dan perdata

• Capaian diperoleh dari persentase perhitungan jumlah permasalahan hukum yang ditangani dibandingkan permasalahan hukum yang

dimintakan/dimohonkan untuk advokasi.

Satuan Pengukuran : Persen

Tingkat Validitas IK : ( X ) Output Tk. Kendali Tinggi (  )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : BPPSDMKP

Jenis Perhitungan Data : (    ) Akumulasi (   ) Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan (   ) Semesteran ( X ) Tahunan

Bukti Dukung : 1. Surat permohonan pendampingan hukum

2. Laporan pendampingan penanganan permasalahan hukum

3. Surat pengantar dari Ketua Tim Kerja ke Sekretaris BPPSDM



16.Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP 

DEFINISI:

Dokumen Peraturan Kebijakan dan penetapan berupa Peraturan Kepala BPPSDM dan Keputusan Kepala BPPSDM yang diproses,

ditandatangani, dan diotentifikasi.

FORMULA PENGUKURAN :

Hasil inventarisasi dan perhitungan dokumen Peraturan Kepala BPPSDM dan/atau Keputusan Kepala BPPSDM.

Satuan Pengukuran : Dokumen

Tingkat Validitas IK : ( X ) Output Tk. Kendali Tinggi (  )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : BPPSDMKP

Jenis Perhitungan Data : (    ) Akumulasi (   ) Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (X) Triwulanan (   ) Semesteran (  ) Tahunan

Bukti Dukung : Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDM



17.Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP  

DEFINISI:

∙ Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan

bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara

terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip,

kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

∙ Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan

penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan

internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar,

rekomendasi, dan nilai pengawasan.

FORMULA PENGUKURAN :

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)

a.penciptaan arsip (25%),

b.penggunaan arsip (25%), c.pemeliharaan arsip (25%)

c.penyusutan arsip (25%)

Satuan Pengukuran : Dokumen

Tingkat Validitas IK : (  ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Biro Umum dan PBJ

Jenis Perhitungan Data : (    ) Akumulasi (   ) Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan (   ) Semesteran ( X) Tahunan

Bukti Dukung : Surat/Nota Dinas Biro Umum dan PBJ

2.sumber daya kearsipan (bobot 50%)

a.sumber daya manusia kearsipan (50%),

b.prasarana dan sarana (50%)



18.Sarana Prasarana yang Ditingkatkan Kapasitas dan Pemanfaatannya di 

Lingkup Sekretariat BPPSDMKP  

DEFINISI:

• Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal  atau ruang lingkup

akreditasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPSDMKP

• Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana berupa penambahan fasilitas untuk pemenuhan sarana dan prasarana

perkantoran baik itu pengadaan bangunan dan peralatan

FORMULA PENGUKURAN :

1. Ketepatan Waktu Kontraktual yang tercantum pada Karwas Kontrak, SPK, dan BAST

2. Akselerasi Belanja Modal (Berita Acara Pembayaran Kontrak / BAPP, Laporan Kinerja Bulanan/Tahunan) 

: Dokumen

Tingkat Validitas IK : (  ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Biro Umum dan PBJ

Jenis Perhitungan Data : (    ) Akumulasi (   ) Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan (   ) Semesteran ( X) Tahunan

Bukti Dukung : 1. Karwas Kontrak, SPK, BAST (dari aplikasi SAKTI/ OM SPAN/ MONSAKTI)

2. Berita Acara Pembayaran Kontran BAPP, Laporan Kinerja (Invoice Tagihan, Faktur, Progres

pekerjaan, dokumentasi, Laporan Penyedia)



19.Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP 

BPPSDMKP

DEFINISI:

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang

dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang

akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas

perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem

Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu

pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase

Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal

1 pada Triwulan berikutnya.

FORMULA PENGUKURAN :

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP = Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%

Pagu Pengadaan Barang/Jasa

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase

RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

: Persen

Tingkat Validitas IK : (  ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Biro Umum dan PBJ

Jenis Perhitungan Data : (    ) Akumulasi (   ) Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan ( X ) Triwulanan (   ) Semesteran ( ) Tahunan

Bukti Dukung : Surat/Nota Dinas Biro Umum dan PBJ



20.Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP

DEFINISI:

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kelautan dan perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

FORMULA PENGUKURAN :

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan diukur

berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

Formula

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:

a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%)

b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola

barang (bobot 25%);

3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang

dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);

4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian

(bobot 20%);

5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

: Persen

Tingkat Validitas IK : (  ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Satker BPPSDMKP

Jenis Perhitungan Data : (    ) Akumulasi (   ) Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan (   ) Semesteran ( X ) Tahunan

Bukti Dukung : Surat Sekretaris BPPSDM KP tentang Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup

BPPSDM KP



21.Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP

DEFINISI:

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik, baik yang

merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula

mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas

pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Berdasarkan Pedoman Menteri PAN RB No.3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan KIPP Tahun 2023

FORMULA PENGUKURAN :

Proposal inovasi yang masuk ke dalam Berita Acara Tim Penilai Internal KKP dengan nilai minimum 77.

Capaian hasil dihitung dengan rumus :

Satuan Pengukuran : Nilai

Tingkat Validitas IK : (  ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Pusdatin (Berita Acara Tim Penilai Internal KKP)

Jenis Perhitungan Data : (    ) Akumulasi (   ) Rata-rata (X) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan (   ) Semesteran ( X ) Tahunan

Bukti Dukung : Surat / Nota Dinas Pusdatin

N1 + N2 + N…

Total N
Nilai Capaian =

Keterangan :

N1 = Nilai Proposal 1

N2 = Nilai Proposal 2

Total N = Jumlah Proposal yang diajukan

Nilai capaian = Capaian hasil



22. Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP

Satuan Pengukuran : Nilai

Tingkat Validitas IK : (  ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Satker BPPSDM KP (Tim Penilai Internal BPPSDM KP)

Jenis Perhitungan Data : (   ) Akumulasi (   ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan (   ) Semesteran (X) Tahunan

Bukti Dukung : Surat Pengantar dari Ketua Tim Kerja Humas yang disertai dengan Berita Acara Hasil Penilaian LKE 

SAQ Internal BPPSDM KP kepada BHKLN

FORMULA PENGUKURAN :

Hasil Penilaian Melalui LKE SAQ (Self Assessment Quesioner) Tim Penilai Internal BPPSDM KP

DEFINISI :

• Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

• Berdasarkan Permen PANRB No. 90 Tahun 2021, memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit

40;

• Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit;

• Memiliki nilai komponen hasil “Pemerintah yang bersih dan akuntabel” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti

Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal 2,5;

• Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14.



23.Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP

DEFINISI :

•Tingkat kepatuhan pengelolaan data BPPSDM KP adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam melakukan pengelolaan data

yang dihitung berdasarkan persentase updating data, dan kualitas data yang disajikan pada Aplikasi ELATAR, ELAUT, dan Digiluh.

•Ukuran :

Hasil Perhitungan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data

Nilai TKPD 0% - 25% (Tidak Patuh), Nilai TKPD 26% - 50% (Cukup Patuh), Nilai TKPD 51% - 75% (Patuh), Nilai TKPD 76% - 100% (Sangat

Patuh)

FORMULA PENGUKURAN :

1.Melakukan inventarisasi Komponen Data yang telah diupdate;

2.Melakukan penghitungan persentase updating komponen data yang sudah diupdate terhadap jumlah komponen Data yang harus

diupdate.

3.Perhitungan Persentase Kepatuhan Pengelolaan Data dilihat dari keaktifan dalam melakukan updating pada setiap Komponen Data yang

telah ditentukan pada masing- masing aplikasi

•Komponen Aplikasi ELATAR : Data Peserta Didik, Data Pendidik, Data Tenaga Kependidikan, Data Alumni dst

•Komponen Aplikasi ELAUT : Data Pelatihan Masyarakat, Data Pelatihan Aparatur, Data Balai Pelatihan, Dst

•Komponen Aplikasi DIGILUH : Data Sebaran Penyuluh Menurut Provinsi, Data Sebaran Penyuluh Menurut Kabupaten/ Kota, Data

Penyuluh Menurut Jenjang Jabatan Fungsional, Data Penyuluh Menurut Tingkat Pendidikan, Data Penyuluh Menurut Usia, Data Penyuluh

Menurut Jenis Kelamin, Data Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Usaha yang disuluh Menurut Provinsi, Data Jumlah Kelompok Pelaku

Utama/ Usaha yang disuluh Menurut Bidang Usaha, Data Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Usaha yang disuluh Menurut Kelas Kelompok,

Data Jumlah Kelompok Penyuluhan yang Ditingkatkan, Data Jumlah Kelompok Penyuluhan yang Ditumbuhkan dan Data Percontohan

Penyuluhan



Satuan Pengukuran : Persentase

Tingkat Validitas IK : (   ) Output Tk. Kendali Tinggi (X)  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Aplikasi ELATAR, ELAUT dan DIGILUH

Jenis Perhitungan Data : (   ) Akumulasi (   ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (X) Triwulanan (   ) Semesteran (  ) Tahunan

Bukti Dukung : Hasil Tangkap Layar Aplikasi ELATAR, ELAUT dan DIGILUH

23.Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP



24.Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP

Komponen Penerbitan Artikel, Kualitas Jurnal, dan Dampak Ilmiah :

Indonesian Aquaculture Journal, Squalen Bulletin Marine and Fisheries Postharvest and

Biotechnology, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Jurnal Kelautan Nasional, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan,

Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Indonesian

Fisheries Research Journal, Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia, Jurnal Riset Akuakultur, Media Akuakultur, Bawal Media Riset Perikanan

Tangkap, Jurnal Segara, Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan, Jurnal Airaha, Buletin

Jalanidhitah Sarva Jivitam, Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan, Aurelia Journal (Politeknik KP Dumai), Jurnal Pelagicus, Jurnal Pari,

Jurnal Bluefin Fisheries, 26. Jurnal Sardinela, Marlin Journal, Jurnal Chanos Chanos, Jurnal Salamata, Jurnal Megaptera, Buletin SWIMP

Satuan Pengukuran : Persentase dan Jumlah

Tingkat Validitas IK : ( X ) Output Tk. Kendali Tinggi (   )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Jurnal BPPSDM pada Aplikasi Open Journal System

Jenis Perhitungan Data : (   ) Akumulasi (   ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (X) Triwulanan (   ) Semesteran (  ) Tahunan

Bukti Dukung : Aplikasi OJS dan Laporan

FORMULA:

1.Melakukan inventarisasi artikel yang telah diterbitkan pada jurnal;

2.Melakukan penghitungan persentase jumlah artikel yang diterbitkan

terhadap jumlah artikel yang berdasarkan standar akreditasi.

Keterangan:

% Penerbitan Artikel : (Jumlah artikel yang diterbitkan / Jumlah artikel

berdasarkan standar akreditasi) x 100%

Jumlah artikel: Minimal 5 artikel (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan

Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan

Teknologi Nomor 134/E/KPT/2021)



25.Nilai PNBP pada Satker PNBP Lingkup BPPSDMKP

Satuan Pengukuran : Milyar

Tingkat Validitas IK : (   ) Output Tk. Kendali Tinggi (X)  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Biro Keuangan/Aplikasi Online Monitoring SPAN

Jenis Perhitungan Data : (   ) Akumulasi (   ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan (   ) Semesteran (X) Tahunan

Bukti Dukung : Surat/ Nota Dinas Biro Keuangan dan/atau Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM SPAN 

FORMULA PENGUKURAN :

DEFINISI :

•memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Satuan Kerja

PNBP Lingkup BPPSDM, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar penerimaan

perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

•Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan

dana, dan hak negara lainnya.

•Dasar hukum :

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, PP Nomor 85 Tahun 2021

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah



26.Nilai PNBP pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP

DEFINISI :

•memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Satuan Kerja

BLU Lingkup BPPSDM, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar penerimaan

perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

•Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan

dana, dan hak negara lainnya.

•Dasar hukum :

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, PP Nomor 85 Tahun

2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, PP Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Satuan Pengukuran : Milyar

Tingkat Validitas IK : (   ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Biro Keuangan/Aplikasi Online Monitoring SPAN

Jenis Perhitungan Data : (   ) Akumulasi (   ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan (   ) Semesteran (X ) Tahunan

Bukti Dukung : Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM SPAN 

FORMULA PENGUKURAN :



27.Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak

DEFINISI :
Jumlah dokumen kerja sama penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan antar lembaga dan internasional yang

ditandatangani/ disepakati sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN KP/2022 tentang Pedoman Kerja Sama

dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

FORMULA PENGUKURAN :

Hasil inventarisasi dan perhitungan dokumen Kerjasama lingkup antar Lembaga dan internasional dan disepakati BPPSDM Bersama para 

pihak kerja sama

Satuan Pengukuran : Kesepakatan

Tingkat Validitas IK : (   ) Output Tk. Kendali Tinggi (X)  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Pusat Lingkup BPPSDM dengan Pihak Kerjasama

Jenis Perhitungan Data : (   ) Akumulasi (   ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (X) Triwulanan (   ) Semesteran (  ) Tahunan

Bukti Dukung : 1. Memo penyampaian kompilasi dokumen kesepakatan yang telah ditandatangani dari Katimja ke

Sekretaris Badan

2. Memo Sekretaris Badan ke Unit Kerja lingkup BPPSDM terkait penyampaian dokumen kerja sama

yang disepakati Level I



28. Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati

DEFINISI :

Rasio implementasi kerja sama penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan dengan jumlah dokumen

kerja sama antar lembaga dan internasional yang masih berlaku di tahun berjalan

Satuan Pengukuran : Persentase

Tingkat Validitas IK : (X) Output Tk. Kendali Tinggi (  )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Pusat Lingkup BPPSDM

Jenis Perhitungan Data : (   ) Akumulasi (   ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan ( X ) Semesteran (  ) Tahunan

Bukti Dukung : Memo Laporan Katimja ke Sekretaris Badan



29. Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kelautan dan Perikanan
DEFINISI:

Tingkat kesesuaian pelaksanaan kerja sama penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dalam

mendukung tercapainya kinerja dan program prioritas organisasi dengan dokumen kerja sama yang disepakati di tahun berjalan

FORMULA PENGUKURAN :

%𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐾𝑆 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑆 𝑈𝑡𝑎𝑚𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑆 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑝𝑎𝑘𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛
𝑥 100%

Keterangan:

Kerja Sama Utama adalah kerja sama yang mendukung pelaksanaan kinerja dan program prioritas

organisasi

Satuan Pengukuran : Persentase

Tingkat Validitas IK : (X) Output Tk. Kendali Tinggi (  )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Pusat Lingkup BPPSDM

Jenis Perhitungan Data : (   ) Akumulasi (   ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulanan (   ) Triwulanan (   ) Semesteran ( X ) Tahunan

Bukti Dukung : Memo Laporan Sekretaris Badan ke Kepala Badan

Kategori Efektifitas KS:

Tinggi = 75 – 100%

Sedang = 51 – 74%

Rendah = ≤ 50%



Target Rincian IKM

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN FREKUENSI
POLA 

HITUNG

TARGET

TW I TW II
S.D TW II / 

SEM I
TW III

S.D 

TW III
TW IV

S.D TW IV / 

SEM II / 

TAHUNAN

1 Persentase Rekomendasi hasil 

pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja (nama unit kerja) 

% Triwulanan RR 85 85 85 85 85 85 85

2 Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran (nama unit kerja)

Nilai Semesteran PA 85 85 92

3 Penilaian Mandiri SAKIP (nama unit 

kerja) 

Nilai Tahunan PA per UPT 

berbeda

per UPT 

berbeda

4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

(nama unit kerja) 

Nilai Tahunan PA 71,5 71,5

5 Indeks Profesionalitas ASN (nama unit 

kerja) 

Indeks Semesteran PA per UPT 

berbeda

per UPT 

berbeda

per UPT 

berbeda

per UPT 

berbeda

7 Persentase rencana umum pengadaan 

PBJ yang diumumkan pada SIRUP 

(nama unit kerja)

% Triwulanan PA 80 80 80 80 80 80 80

8 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN 

Lingkup (nama unit kerja)

% Tahunan PA 80

9 Inovasi Pelayanan Publik yang 

diterapkan pada (nama unit kerja)

Proposal Tahunan PA Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

10 Nilai PNBP (nama unit kerja) Rupiah 

Juta/Miliar

Tahunan PA per UPT 

berbeda

per UPT 

berbeda



Rincian Target Sekretariat
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN FREKUENSI

POLA 

HITUNG

TARGET

TW I TW II
S.D TW II / 

SEM I
TW III

S.D 

TW III
TW IV

S.D TW IV / SEM II / 

TAHUNAN

1 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan

kinerja BPPSDM 

% Triwulanan PA 85 85 85 85 85 85 85

2 Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM % Tahunan PA ≤0,5

3 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM Nilai Semesteran PA 85 85 92

4 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP BPPSDM Level Tahunan PA 3,5 3,5

5 Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM Nilai Tahunan PA 88 88

6 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDM Nilai Tahunan PA 81,5 81,5

7 Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP 

BPPSDM 

Nilai Tahunan PA 1,5 1,5

8 Indeks efektivitas perencanaan anggaran yang berkualitas % Semesteran PA 40 40 80 80

9 Nilai Pembangunan Integritas BPPSDM Nilai Tahunan PA 76 76

10 Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM Indeks Semesteran PA 77 77 82 82

11 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP % Tahunan PA 65 65

12 Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDM Unit Kerja Tahunan PA 4

13 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan 

Menteri di Bidang SDM 

% Semesteran PA 75 75 100

14 Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui 

Izin Prakarsa 

Rancangan Tahunan PA 2

15 Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani % Tahunan PA 100

16 Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDM Dokumen Triwulanan PA 50 60 60 70 70 80 80

17 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDM Nilai Tahunan PA 80

18 Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup 

Sekertariat BPPSDM KP 

Unit Tahunan PA 1

19 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP 

BPPSDM

% Triwulanan PA 80 80 80 80 80 80 80

20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDM KP % Tahunan PA 80

21 Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM Nilai Tahunan PA 77 77 77

22 Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDM Nilai Tahunan PA 92

23 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDM KP % Triwulanan PA 80

24 Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar % Triwulanan PA 85

25 Nilai PNBP pada Satker PNBP Lingkup BPPSDM Milyar Tahunan PA 14,25

26 Nilai PNBP pada Satker BLU Lingkup BPPSDM Milyar Tahunan PA 18,153

27 Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak 

% Triwulanan PA 10 25 25 35 35 40 40

28 Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati

% Semesteran PA 20 20 45

29 Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kelautan dan Perikanan 

% Tahunan PA 65



Rencana Aksi Sekretariat

INDIKATOR KINERJA UNIT PJ
KEGIATAN /

OUTPUT/ KOMPONEN

ALOKASI 

ANGGARAN 

(Rp.000) 

TARGET 

KEGIATAN 

OUTPUT / 

KOMPONEN

SATUAN 

TARGET 

KEGIATAN 

/OUTPUT / 

KOMPONEN

TARGET KEGIATAN BERKALA

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOP DES

1 Persentase Rekomendasi 

hasil pengawasan yang 

dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja BPPSDM 

Tim Kerja 

Keuangan

Layanan Manajemen

Keuangan

1.300.000.000 3 dokumen 1 1 1

2 Batas tertinggi nilai temuan 

Laporan Hasil Pemeriksaan 

BPK-RI atas LK BPPSDM 

Tim Kerja 

Keuangan

3 Nilai Maturitas Struktur dan 

Proses Penyelenggaraan 

SPIP BPPSDM 

Tim Kerja 

Keuangan

4 Nilai PNBP pada Satker 

PNBP Lingkup BPPSDM 

Tim Kerja 

PNBP

5 Nilai PNBP pada Satker 

BLU Lingkup BPPSDM 

Tim Kerja 

PNBP

6 Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran 

BPPSDM

Tim Kerja 

Keuangan

Layanan Perkantoran 35.594.000.000 6 Layanan 2 2 2

7 Penilaian Mandiri SAKIP 

BPPSDM 

Tim Kerja 

Monev

1.000.000.000 6 dokumen 2 2 2

8 Nilai Kinerja Perencanaan 

Anggaran BPPSDM 

Tim Kerja 

Monev

9 Nilai Komponen Penetapan 

Tujuan pada Penilaian 

Mandiri Maturitas SPIP 

BPPSDM 

Tim Kerja 

Program

Layanan Perencanaan

dan Penganggaran

2.900.000.000 4 dokumen

2 2 

10 Indeks efektivitas 

perencanaan anggaran 

yang berkualitas 

Tim Kerja

Program



Rencana Aksi Sekretariat

INDIKATOR KINERJA UNIT PJ

KEGIATAN /

OUTPUT/ 

KOMPONEN

ALOKASI 

ANGGARAN 

(Rp.000) 

TARGET 

KEGIATAN 

OUTPUT / 

KOMPONEN

SATUAN 

TARGET 

KEGIATAN 

/OUTPUT / 

KOMPONEN

TARGET KEGIATAN BERKALA

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOP DES

11 Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM Tim Kerja 

SDMAO

Layanan

Manajemen SDM

400.000.000 1 Layanan

1 

12 Nilai Pembangunan Integritas BPPSDM Tim Kerja 

SDMAO

Layanan 

Organisasi dan 

Tata Kelola 

Internal

600.000.000 2 Layanan 2

13 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis 

Level 2 dan 3 serta SOP

Tim Kerja 

SDMAO

14 Unit Kerja yang dibangun berpredikat

WBK/WBBM Lingkup BPPSDM

Tim Kerja 

SDMAO

15 Persentase Penyelesaian Program 

Penyusunan Peraturan Menteri dan 

Keputusan Menteri di Bidang SDM 

Tim Kerja 

Hukum

Layanan Hukum 478.900.000 1 Layanan 1

16 Penyelesaian Penyusunan Peraturan 

Menteri dan/atau Keputusan Menteri 

Melalui Izin Prakarsa 

Tim Kerja 

Hukum

17 Proses penyusunan Peraturan dan 

Keputusan Kepala BPPSDM 

Tim Kerja 

Hukum

18 Persentase Permasalahan Hukum di 

Lingkungan BPPSDM yang Ditangani 

Tim Kerja 

Hukum

Layanan Bantuan 

Hukum

21.100.000 1 Layanan 1 

19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal 

BPPSDM

Tim Kerja 

Umum

Layanan 

Penyelenggaraan 

Kearsipan

600.000.000 1 dokumen 1 

20 Sarana Prasarana yang ditingkatkan 

kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup 

Sekertariat BPPSDM KP 

Tim Kerja 

Umum

Layanan Umum 3.059.025.000 3 Layanan 1 1 1 

Layanan sarana 

internal

4.711.059.000 1 Paket 1 

Layanan

Prasarana Internal

1.000.000.000 1 unit 1 



Rencana Aksi Sekretariat

INDIKATOR KINERJA UNIT PJ

KEGIATAN /

OUTPUT/ 

KOMPONEN

ALOKASI 

ANGGARAN 

(Rp.000) 

TARGET 

KEGIATAN 

OUTPUT / 

KOMPONEN

SATUAN 

TARGET 

KEGIATAN 

/OUTPUT / 

KOMPONEN

TARGET KEGIATAN BERKALA

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOP DES

21 Persentase rencana umum 

pengadaan PBJ yang 

diumumkan pada SIRUP 

BPPSDM

Tim Kerja 

Pengelolaan 

BMN dan PBJ

Layanan BMN 800.000.000 6 Layanan 2 2 2 

22 Tingkat Kepatuhan 

Pengelolaan BMN Lingkup 

BPPSDM KP

Tim Kerja 

Pengelolaan 

BMN dan PBJ

23 Nilai Proposal Inovasi

Pelayanan Publik BPPSDM 

Tim Kerja 

Hubungan 

Masyarakat

Layanan Hubungan 

Masyarakat dan 

Informasi

1.400.000.000 2 Layanan 1 1 

24 Keterbukaan Informasi 

Publik Lingkup BPPSDM

Tim Kerja 

Hubungan 

Masyarakat

25 Persentase Tingkat 

Kepatuhan Pengelolaan

Data BPPSDM KP 

Tim Kerja Data 

dan Informasi

Sistem Informasi

Pemerintahan Bidang

Penyuluhan dan 

Pengembangan

Sumber Daya Manusia

KP

150.000.000 1 sistem

informasi

1 

26 Pengelolaan Penerbitan 

Artikel Jurnal Ilmiah KP 

Terstandar 

Tim Kerja Data 

dan Informasi

Layanan Data dan 

Informasi

650.000.000 1 Layanan 1 



Rencana Aksi Sekretariat

INDIKATOR KINERJA UNIT PJ

KEGIATAN /

OUTPUT/ 

KOMPONEN

ALOKASI 

ANGGARAN 

(Rp.000) 

TARGET 

KEGIATAN 

OUTPUT / 

KOMPONEN

SATUAN 

TARGET 

KEGIATAN 

/OUTPUT / 

KOMPONEN

TARGET KEGIATAN BERKALA

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOP DES

27 Presentase Kesepakatan

Kerja Sama Penyuluhan Dan 

Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kelautan Dan 

Perikanan Yang Disetujui

Pimpinan Para Pihak

Tim Kerja Kerja 

Sama

Layanan Kerja Sama 2.500.000.000 1 dokumen 1

28 Persentase Pelaksanaan

Kerja Sama Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kelautan dan 

Perikanan yang telah

Disepakati

Tim Kerja Kerja 

Sama

29 Efektifitas Kerja Sama 

Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kelautan dan 

Perikanan

Tim Kerja Kerja

Sama
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